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Abstrak 
KUHAP yang menentukan jaksa penuntut umum memiliki wewenang membuat  surat dakwaan. Tidak selamanya dakwaan JPU itu benar. Hal itu terjadi dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Bahwa terdakwa Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman yang berkedudukan sebagai bidan, dituntut JPU Pasal 197 Jo 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang menyatakan bahwa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan akan dikenakan pemidanaan. Artikel ini bertujuan untuk memahami Pasal 197 Jo 106 ayat (1) Perundang-Undangan Tentang Kesehatan yang di dakwaan oleh Penuntut Umum apa sudah sesuai dengan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Dan untuk memahami Pasal yang tepat yang dilanggar oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN Lgs. Surat dakwaan pada prinsipnya harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam konteks ini surat dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat materiil. Pasal yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang – Undang Tentang Kesehatan yaitu malpraktek. Karena tindakan sutik pemutih tersebut bukan kewenangan dan kompetensinya. Tindakan malpraktek yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor  241/Pid.Sus/2018/PN Lgs memenuhi unsur Malpraktek Etik, karena pada prinsipnya melanggar kode etik seorang bidan yang tugasnya hanya memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang meliputi  pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi perempuan. Artikel ini mengetengahkan metode pada penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan pendekatan kasus (case approach).
Kata Kunci : Surat Dakwaan, JPU, Terdakwa.
Abstract
The Criminal Procedure Code determines that the public prosecutor has the authority to make an indictment. The prosecutor's accusations are not always true. This happened in Decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Whereas the defendant Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman who is a midwife, is being sued by the Public Prosecutor for Article 197 Jo 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. Those who state that producing and distributing pharmaceutical preparations without meeting safety standards will be subject to criminal penalties. This article aims to understand Article 197 Jo 106 paragraph (1) of the Health Law which is indicted by the Public Prosecutor whether it is in accordance with Decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. And to understand the exact article that was violated by the defendant in Decision Number 241/Pid.sus/2018/PN Lgs. The indictment in principle must meet the formal and material requirements. In this context, the prosecutor's indictment does not meet the material requirements. The article that is more appropriate for the defendant is Article 198 in conjunction with Article 108 of the Health Law, namely malpractice. Because the whitening injection is not their authority and competence. The malpractice act carried out by the defendant in the decision Number 241/Pid.Sus/2018/PN LGs fulfills the element of Ethical Malpractice, because in principle it violates the code of ethics of a midwife whose job is only to provide midwifery care services which include maternal, child and reproductive health services. This article presents a method for normative juridical law research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach.
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PENDAHULUAN 
Hasrat wanita untuk selalu tampil beautiful dan elegan, perfect dalam berpenampilan tentu membutuhkan budjeting yang besar mengingat pemutihan kulit tersebut sangat fantastis budgetnya (Andi Hamzah 1985). Sementara disisi lain atmosfer saat ini pada masyarakat yang masih dilanda pandemi menghiasi  kondisi ekonomi masyarakat lemah, (Nurhan 2017). 
Sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan. Kehadiran Perundang-Undangan tersebut tentang Kesehatan yang baru menggantikan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan yang lama dikarenakan sudah tak bertalian lagi dengan bermetamorfosisnya zaman (Eriyanti, nahara dan faizal 2020). Salah satunya sebagaimana yang telah terjadi pada terdakwa Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman, yang bersangkutan melalui Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs, terdakwa tersebut diatas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU. 
Majelis hakim melalui Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN.Lgs memvonis pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Menurut hemat Penulis, penerapan Pasal 197 jo Pasal 106 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dituduhkan atau didakwakan oleh JPU dalam hal ini kurang sesuai atau kurang tepat dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Mengingat perbuatan terdakwa dalam hal ini Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman hanya melakukan tindakan suntik pemutih / infus whitening bukan melakukan tindakan memproduksi atau mengedarkan. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106. Frasa “memproduksi atau mengedarkan“ tidak tepat dituduhkan kepada terdakwa yang sifatnya hanya melakukan suntik pemutih/infus whitening yang kebetulan dirinya adalah seorang tenaga kesehatan. Penulis akan mengkaji apakah sudah tepat dakwaan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang _ Undang Tentang Kesehatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Dan penerapan Pasal berapa dalam Undang – Undang Tentang Kesehatan Yang lebih tepat dikenakan kepada  terdakwa.
Mengingat dakwaan JPU disini tidak jelas dan tidak cermat tidak memperhatikan adanya saling bersesuaian antar penerapan pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, (Andi Hamzah 2001). Surat dakwaan tersebut merupakan dasar bagi Judex Facti/majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Pasal 143 KUHAP menurut Andi Hamzah harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan (Nurhafifah Rahmiati 2015).
Melihat betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalampemeriksaan perkarapidana di Pengadilan, maka penulis tertarik untuk melakukan Eksaminasi (Dwi Hanata 2018) yaitu menguji melakukan analisis hukum atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Charyssa Firdha, A.Md.Keb Binti Nurfirman. Ekaminasi ini Penulis lakukan karena menurut hemat penulis ada penerapan hukum yang tidak tepat, yang dilakukan oleh JPU dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara.
Telah ada penelitian terdahulu terkait dengan suntik pemutih yang secara subtansi perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu prinsipnya mengkaji aspek sosioligis (perilaku), dan mengkaji aspek hukum ekonomi syariah. Sementara penulis mengeksaminasi subtansi surat dakwaan JPU  terkait Pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan suntik pemutih.dari subtansi Sebagai bahan komparasi dengan penelitian terdahulu dapat dikemukakan yakni : karya oleh Tria Mei Sinta, penelitian skripsi yang membahas tentang  Perilaku Mahasiswa Pengguna Suntik Vitamin C Sebagai Upaya Mencerahkan Dan Merawat Kesehatan Kulit (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Universitas Jember). Selanjutnya skripsi karya Vita Kusmita yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu. 
Perbedaan objek penelitian terletak pada tentang para wanita yang melakukan suntik putih dan reaksi setelah disuntik. Lalu membahas tentang suntik pemutih jika ditinjau dari prespektif hukum Syariah dan hukum positif. Sementara menurut pemikiran penulis, artikel ini membahas tentang konstruksi kasus yang dilakukan oleh JPU dalam surat dakwaannya kepada terdakwa, seorang tenaga kesehatan yang melakukan suntik pemutih/infus whitening.

Dalam hal ini sebagai tujuan artikel yaitu bertujuan untuk Untuk menkaji Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di dakwakan oleh JPU sudah sesuai atau tidak dengan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Dan juga untuk mengkaji Pasal apakah yang dilanggar oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN Lgs.
      METODE

Metode penulisan pada artikel ini bersifat yuridis normatif. Artikel ini mengetengahkan pada pendekatan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta Pendekatankasus (Case Approach);
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilaksanakan dengan menelaah/membedah peraturan perundangan yang bertautan dengan isu hukum. Dalam hal ini tentang ketepatan dakwaan JPU terhadap tindakaan terdakwa dan keberpihakan pemikiran dakwaan dari JPU terhadap kesalahan terdakwa. Pendekatan ini dipakaikan sebagai patokan melakukan analisis. Lapisan terbawah analisis yang melukiskan bahan yang akan dikaji dalam kasus tersebut adalah perundangan Tentang Kesehatan.
     b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) seyogyanya dilaksanakan dengan tahapan beralih dari pandangan/doktrin yang menghiasi ilmu hukum. Pada dasarnya artikel ini mengacu pada konsep kesalahan surat dakwaan, yang seyogyanya tuntutan yang di terbitkan oleh JPU. Pendekatan konsep yang digunakan dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs adalah dengan menggunakan konsep eksaminasi yang berada dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. 
c) Pendekatan Kasus (CaseApproach) diaplikasikan dengan mengkritisi kasus yang berkorelasi dengan isu hukum yang diperkarakan dan sudah menjelma sebagai putusan pengadilan yang inkrach. Dalam hal ini tentang ketetapan dakwaan JPU terhadap Tindakan terdakwa dan keberpihakan pemikiran dakwaan dari JPU terhadap kesalahan terdakwa. Dalam pendekatan kasus yang dijadikan komposisi yang akan dikaji adalah Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs. Dimana terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai bidan di Kota Langsa. Terdakwa melakukan tindakan suntik pemutih tanpa izin. Terdakwa divonis dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) Bulan Dan Denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksaminasi Surat Dakwaan JPU pada Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN.Lgs  
Berdasarkan uraian Pasal 143 KUHAP tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Syarat Formil

Mengenai Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a, yang mencakup ruang lingkup:
1) Terdapat tanggal pembuatan surat dakwaan

2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
3) Ditandatangani oleh penuntut umum (Masyelinah Boyoh 2015).

Apabila dilakukan komparasi antara syarat formil ini dengan surat dakwaan yang disusun oleh JPU pada putusan 241/Pid.Sus/2018/PN.Lgs, maka pada surat dakwaan tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi Syarat formil karena identitas terdakwa lengkap dengan didukung dokumen pendukung seperti KTP, ada tanggal yang tertera dalam surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut juga ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak terdapat kekurangan atau kesalahan terkait syarat formil. Sehingga terkait syarat formil tersebut surat dakwaan yang disusun oleh JPU pada prinsipnya sudah terpenuhi (telah memenuhi syarat).

b. Syarat Materiil

Syarat materiil ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti) (Muladi 2000).

Penulis mencermati apabila syarat materiil ini dikaitkan dengan surat dakwaan JPU dalam putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs, dapat penulis kemukakan bahwa Jaksa dalam penerapan hukum pada surat dakwaan yang didakwakan tidak cermat dan tidak jelas, karena tidak terdapat kesesuaian antara Pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain JPU kurang tepat dalam penerapkan pasal yang tertuang dalam surat dakwaan. Terdakwa yang melakukan tindakan suntik pemutih dengan bahan farmasi yang belum memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM diinterpretasikan oleh JPU termasuk dalam kategori frasa “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” (Moh Kosnoe 1996).
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
Unsur setiap orang

Adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini benar adalah Terdakwa, bukan orang lain/error in persona. Dengan demikian factor unsur setiap orang telah terpenuhi.
Unsur dengan sengaja

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana terkait erat dengan asas dalam hukum pidana yaitu : asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) unsur kesalahan dalam hukum pidana yaitu : kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

Menurut Memorie van Toelichting, frasa “dengan sengaja” (opzettlijk) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens eniwetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (Kuat Puji Prayitno 2012). Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:  

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. 

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheldsbewustzijn)
Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki (Adjie 1980). 

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Dalam dolus ini dikenal teori apa boleh buat, bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima (Atmasasmita 1996). 

Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Memorie van Toelichting, dapat Penulis simpulkan disini bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam hal ini terdapat pada putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN.Lgs tidaklah ada atau tidak terpenuhi, baik kesengajaan sebagaimana yang dimaksud kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Terdakwa melakukan suntik pemutih itu pada prinsipnya dari awal niatnya (mens rea) untuk diri sendiri tidak punya niat untuk melakukan praktek yang sifatnya terbuka untuk umum (Barama 2016). Kalaupun dalam perjalanannya Terdakwa melakukan suntik pemutih kepada beberapa temannya bukanlah atas kehendak diri Terdakwa tetapi murni permintaan dari teman-temannya sendiri bukan karena ada unsur mens rea (niat) dari diri terdakwa. 

Kemudian yang dimaksud dengan kata “memproduksi atau mengedarkan” dalam rumusan Pasal 106 ayat (1) tidaklah tepat juga jika dibebankan kepada terdakwa, karena legal standing terdakwa bukanlah seorang produsen dan/atau distributor dari bahan farmasi tersebut tetapi berstatus sebagai pemakai atau disebut dengan konsumen (Triyanti 2009). 
Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/Per/IX/76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan, yang dimaksud mengedarkan adalah menjual menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam salon kosmetik, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain (K 1986). Disini rumusan yang ada dalam Pasal 1 angka 4 juga tidak terpenuhi,karena :

1. Terdakwa tidak menjual menyajikan ditempat penjualan (tidak punya usaha dagang menjual belikan).
2. Terdakwa juga tidak punya persedian ditempat penjualan, dalam salon kosmetik, dipabrik yang memproduksi.
Tindakan yang dilakukan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, dan kebetulan ada beberapa temannya yang meminta tolong juga disuntik seperti yang dilakukan terdakwa. Jadi posisi (legal standing) terdakwa dari awal tidak punya niat (mens rea) untuk memperjual belikan produk kosmetik atau farmasi kepada publik. Tetapi terdakwa hanya melakukan suntik pemutih untuk perawatan kecantikan dirinya dan beberapa temannya yang meminta tolong untuk disuntik pemutih. Disini juga tidak ada pihak yang menjadi korban.

Terdakwa hanya mempergunakan bahan farmasi yang sudah diproduksi oleh pabrik atau pihak lain yang kebetulan belum mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM. Ijin edar artinya belum teregister di BPOM (Muhammad 2006). Terdakwa justru pemakai yang juga dirugikan dengan beredarnya bahan farmasi tersebut. Produsen disini adalah perusahaan yang memproduksi, sedangkan yang mengedarkan adalah bisa dari produsen yang memproduksi atau distributor/pihak–pihak yang mengedarkan bahan farmasi tersebut inilah yang mestinya lebih tepat dijerat dengan menggunakan rumusan Pasal 106 ayat (1) Undang–Undang Tentang Kesehatan.

Menurut hemat penulis, seyogyanya Hakim menolak surat dakwaan JPU karena salah atau tidak tepat dalam penerapan hukumnya, sehingga terdakwa seyogyanya diputus bebas karena tidak terbukti memenuhi unsur yang didakwakan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Muhammad 2006).

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan JPU kurang tepat, dan dapat dikategorikan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, utamanya syarat materiil. Merngingat syarat formil telah terpenuhi, sementara syarat materiil terkait subtansi belum terpenuhi sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas.
Pasal 198 Jo Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN Lgs 

a.
Penerapan Pasal 198 Jo Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2014 lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa

Dari penjelasan Pasal tentang kesehatan, terdakwa dalam hal ini masuk dalam jenis Tenaga Kesehatan dalam kelompok tenaga kebidanan, yang tugas pokok dan funsinya (Husin, Kadri 2012). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaran Praktek Bidan, Pasal 18 s/d Pasal 19 mengatur tentang wewenang Bidan dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk memberikan:

a. pelayanan kesehatan ibu;
b. pelayanan kesehatan anak ;dan

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan

keluarga berencana.
Dengan demikian sangat jelas bahwa wewenang bidan hanya dibatasi pada 3 (tiga) tugas yang menjadi kewenangannya yaitu: Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan kesehatan anak dan Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Hidayat 2013).
Jika dikorelasikan dengan tindakan suntik pemutih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya dan juga bukan kompetensinya. Orang yang melakukan praktek kefarmasian atau praktek kecantikan harus dilakukan oleh orang yang punya kewenangan dan mempunyai kompetensi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang–Undang tentang Kesehatan. 

Berdasarkan uraian–uraian diatas dapatlah Penulis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 Undang–Undang Tentang Kesehatan. Karena  terdakwa yang berprofesi Bidan melakukan tindakan yang bukan  kewenangannya / kompetensinya (Malpraktek). Tugas kewenangan bidan hanya 3 (tiga) yaitu : . pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak ;dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Terdakwa dalam konteks ini tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian seperti mengolah bahan farmasian yang untuk disuntikkan. Praktek kefarmasian merupakan wewenang apoteker, sementara resep farmasi dan penyutikkan untuk suntik kecantikan merupakan wewenang seorang tenaga medis seperti dokter kecantikan. Mengingat wewenang terdakwa sebagai tenaga kesehatan Bidan Praktik Kebidanan terbatas pada kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Edi 2014).

Dengan demikian dapatlah penulis simpulkan kembali bahwa terdakwa lebih tepat dikenankan dakwaan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Mengingat tindakan terdakwa memenuhi unsur malpraktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang – Undang kesehatan tersebut.
b. Pendekatan Teori Malpraktek

Malpraktek dapat terjadi tidak hanya terbatas pada profesi tenaga medis seperti dokter saja tetapi juga dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang seorang bidan (Bambang Waluyo 1992). Dan penyimpangan itu sendiri pada prinsipnya ada 2 (dua) jenis yaitu Malpraktek etik dan malpraktek yuridis, sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh syahrul machmud (Hari Sasangka dan Lily Rosita 2023). 

Tindakan malpraktek yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs menurut hemat penulis memenuhi unsur Malpraktek Etik, karena pada prinsipnya melanggar kode etik seorang bidan yang intinya tugasnya hanya memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang meliputi melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana namun melakukan praktek kefarmasian dan atau praktek kecantikan. Namun hal itu dilakukan dengan tidak ada unsur kesengajaan (culpa) (Juhari 2017). 
Sementara terkait Malpraktek yuridis ini tentu terkait dengan aspek–aspek hukum yang terkandung dalam malpraktek yang terjadi. Sementara Danny Wiradharma berpendapat bahwa terkait aspek hukum malpraktek pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut (Afriaida 2018): 

1. Penyimpangan dari standar Profesi Medis

   Terdakwa dalam hal ini melakukan praktek          kefarmasian    atau praktek kecantikan yang bukan  kompetensi dan kewenangannya. Tetapi terdakwa melakukan praktek suntik pemutih didasarkan secara otodidak karena dirinya seorang Bidan dan membaca petunjuk yang ada dalam kemasan sediaan farmasi untuk bahan penyuntikan pemutih tersebut.

2. Kesalahan yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian

Malpraktek pada prinsipnya dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Yang membedakan keduanya terletak pada motif dari tindakan yang dilakukannya. Apabila dilakukan secara sadar dan tujuannya diarahkan kepada akibat atau tidak perduli akan akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut padahal mengetahui bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum, maka tindakan ini disebut tindakan malpraktek dengan kesengajaan (Hariman Satria 2018).

Tindakan terdakwa disini hanya faktor kelalaian karena melakukan suntik pemutih tersebut sebenarnya untuk dikonsumsi sendiri dan kalaupun melakukan penyuntikan kepada teman–temannya semata karena permintaan mereka sendiri bukan atas kehendak terdakwa (tidak ada niat sengaja). Karena pada prinsipnya terdakwa tidak dalam posisi membuka praktek secara terbuka, namun karena melakukan tindakan yang dilarang karena bukan kompetensi dan kewenangannya, maka apa yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan karena faktor ketidaksengajaan (culpa) (Nurul Qomar 2012).

3. Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis         yang menimbulkan kerugian materiil atau non materiil maupun fisik atau mental (Djoko Prakoso 1997).

Dengan demikian dapat disimpulkan tindakan terdakwa tersebut merupakan kesalahan Malpraktek. Sehingga lebih tepat Terdakwa dijerat dengan dakwaan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang ancaman hukumannya pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) bukan pidana penjara.

Pemidanaan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 196 jo Pasal 108 Undang–undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan kurang memenuhi rasa keadilan (memberatkan terdakwa), karena terancam hukuman penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar Lima ratus juta rupiah). Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur kesalahan dengan sengaja tetapi hanya factor kelalaian (culpa). Pasal pasal tersebut sangat pantas apabila ditrapkan pada Pabrik yang memproduksi bahan farmasi atau distributor selaku pihak yang mengedarkan secara luas ke masyarakat.

c.Tindak Pidana Concursus 

Melihat konstruksi permasalahan yang ada dalam Putusan Nomor  241/Pid.Sus/2018/PN Lgs dan berdasarkan pendekatan penelitian Normatif yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).  ada indikasi atau dugaan kuat bahwa kasus tersebut mengandung unsur tindak pidana Concursus, yaitu Tindak pidana perbarengan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam arti ada satu atau beberapa perbuatan yang mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar yang terjadi dalam waktu bersamaan. Sementara Dan hakim dalam hal ini belum memutuskan satupun diantara perbuatan–perbuatan yang dilanggar tersebut. Guna lebih jelasnya dapat dikemukakan adanya tindak pidana concursus dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs sebagai berikut. 

Pertama, terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan bahan sediaan farmasi yang belum ada izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM. Padahal terdakwa sebagai tenaga kesehatan mengetahui dan menyadari bahwa obat–obat sediaan farmasi untuk suntik pemutih tersebut illegal dalam arti belum ada ijin edar dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga terdakwa dalam hal ini dijerat dengan dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Kedua, terdakwa melakukan tindakan malpraktek, karena tindakan suntik pemutih yang dilakukan ke beberapa temannya merupakan tindakan yang bukan kewenangannya dan kompetensinya sebagai seorang Bidan. Sebagaimana diuraikan didepan bahwa kewenangan atau kompetensi seorang Bidan hanya dibatasi oleh (tiga) hal yaitu :  Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan kesehatan anak dan Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 63 Undang–Undang  tentang Kesehatan, yang intinya bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. Sehingga,  dalam konteks ini Terdakwa juga dapat dijerat dengan dakwaan Malpraktek yaitu melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 Undang – undang kesehatan.
Unsur concursus disini terpenuhi, karena disatu sisi mengedarkan sediaan farmasi yang belum ada ijin edar dari Pejabat yang berwenang, dijerat dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang–Undang tentang Kesehatan dan disisi lain melakukan suntik pemutih kepada teman–temannya yang bukan kewenangannya atau kompetensinya dan perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan telah menimbulkan beberapa tindak pidana yang dilanggarnya serta belum pernah salah satu dari perbuatan tersebut diputus oleh Hakim. Sehingga unsur Concursus dalam hal ini telah terpenuhi.
KESIMPULAN
Pada Surat dakwaan Jaksa dalam perkara Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lgs menjerat terdakwa dengan Pasal 196 Jo Pasal 106 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, karena Jaksa menilai bahwa tindakan terdakwa yang melakukan suntik pemutih termasuk dalam kategori “memproduksi atau mengedarkan” bahan farmasi yang belum mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM. Surat dakwaan yang disusun Jaksa menurut hemat Penulis pada prinsipnya tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Karena tidak memenuhi syarat materiil maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. 


Pasal yang tepat dikenakan terhadap tindakan terdakwa adalah Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena tindakan yang dilakukan terdakwa bukan kompetensi dan kewenangannya sebagai seorang bidan. Tugas kewenangan Bidan sesuai Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan adalah melakukan asuhan dalam bidang kebidanan yang lingkupnya terbatas pada 3 (tiga) hal yaitu : pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan  pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan  keluarga berencana. Sehingga tindakan terdakwa dapat kategorikan Malpraktek karena memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang – Undang kesehatan. Dalam perspektif teori Malpraktek termasuk dalam Malpraktek Etis karena tindakan terdakwa pada intinya melanggar kode etik yakni melakukan tindakan yang bukan kewajibannya (bukan kompetensinya dan wewenangnya). 

SARAN 

Sebagai saran atau masukkan yang dapat penulis berikan yaitu :
1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hendaknya benar–benar cermat, teliti dan lengkap sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil. 
2. 2.Bagi siapapun yang berstatus terdakwa, alangkah baiknya didampingi penasihat hukum, karena hal tersebut merupakan hak terdakwa.
3.  Sebaiknya terdakwa yang ada dalam putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN.Lgs melakukan upaya hukum banding atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena seyogyanya Hakim memutus bebas karena surat dakwaan Jaksa tidak memenuhi syarat materiil.
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